
Menimbang :

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANNOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PARKIR

a TaSun Sf?" (2) huruf 9 Undang-Undang Nomor 28PadO? dtotnk 9 Pa,ak Daerah dan Retnbus, Daerah. maka PajakParkir ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak yanq meniadikewenangan Kabupaten/Kota; y 9 enjac"

Tata o
95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 282002 tentan9 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerahditetapkan dengan Peraturan Daerah;

aadan seba9aima"a Maksud dalam humtb
O *?SA maka d|Pandan9 perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Pajak Parkir;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undano-
STa^u’ Undang-Undang Darurat NomorDarurat Nomor 6 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Tmgkat II termasuk Kota Praja dalam LinqkunoanDaerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (LembaranlN^mh?r R7ubllk Jndonesia Tahun 1959 Nomor 73

9
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

NOrT 8 Tahun 1981 tentan9 Hukum Acara PidanaTami^ Republlk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PaiakNoX^^TambX^T^ Negara Republik Indonesia Tahun 1997JLJ b ha , bembaran Negara Republik Indonesia NomorT^nlooo^^ den9an Undan9-Undang Nomor 19
Nomor 129 TaXh^ T ’k™ RePUblik lndonesia Tahun 2000Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389 );

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas AngkutanJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

13 ^r.ratUran Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan BatasWilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Negara Republikndonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3213); H

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan NamaWilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Negara Republikndonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3213);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

19.Peraturan Pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak YangBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Di Bayar KembaliOleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nornor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoroi / y),

20. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 59 Tahun 2007;
21.Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistemdan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah danPenenmaan Pendapatan lain-lain;
22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07 03 Tahun 1984tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negert Sipil;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008entang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2008Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010Nnmnr 041



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Lampung Selatan.
7 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakandaerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajibyang dilakukan orang atau Badan kepada Daerah yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempatparkir.
11.Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidakbersifat sementara.



12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

13.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan olehPeralatan Mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas
rel.

14. Kendaraan tidak bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau Hewan.

15. Tempat Parkir adalah Tempat Parkir diluar badan jalan yang disediakan
oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraanbermotor yang memungut bayaran.

16 Penyelenggaraan perparkiran adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan jasa perparkiran berupa gedung parkir, lingkungan
parkir, pelataran parkir, garasi yang disewakan, dan jenis tempat parkirkendaraan lainnya baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk danatas nama pihak lain.

17.Gedung Parkir adalah Bangunan tempat parkir kendaraan berupa
gedung milik Pemerintah atau Swasta orang pribadi atau badan yangdikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.

18.Pelataran Parkir adalah Pelataran Milik Pemerintah atau Swasta, OrangPribadi atau Badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat
parkir secara terbuka.

19.Garasi adalah Balkon atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpankendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
20 Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang atau bidang yangdipakai untuk menyimpan atau menaruh kendaraan untuk janqka waktutertentu.
21.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajibkepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,

menyetor. dan melaporkan pajak yang terutang.
23.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu ) tahunkalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidaksama dengan tahun kalender.
24.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



25.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajakatau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atauretnbusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungandan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturari
perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Surat Setoren Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalahbukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan care lain ke KasDaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

28 e^D^etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkatSKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranganpembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlahpajak yang masih harus dibayar.

29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yangselanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDNadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajaksama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dantidak ada kredit pajak.

31' Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
? । adalah surat ketetaPan pajak yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besardanpada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalahsurat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.

33.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yanqmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruandalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat PemberitahuanPajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat KetetapanPajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratTagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau SuratKeputusan Keberatan.



34.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan olehpihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35.Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

36.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secarateratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup denganmenyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untukperiode Tahun Pajak tersebut.

37.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusidan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
38.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalahPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerahyang diben wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukanpenyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempatparkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokokusaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaantempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badanjalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yangdisediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor.



(2) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. gedung parkir;
b. pelataran parkir;
c. garasi yang disewakan; dan
d. tempat penitipan kendaraan.

(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan PemerintahanDaerah;
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan oleh karyawannya sendiri;
c. penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, PerwakilanNegara Asing dan Perwakilan Lembaga-lambaga Internasionaldengan azas timbal balik; dan
d. ruang pamer/show room sebagai ruang memamerkan, memajang

kendaraan untuk diperjual-belikan.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukanparkir kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN

CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yangseharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikankepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut :
a. pajak parkir diwilayah Bandar Udara dan Pelabuhan penyeberanqan

sebesar 30% (tiga puluh persen);
b. pajak parkir ditempat umum sebesar 10% (sepuluh persen).



I

Pasal 7

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SuratPemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD).

BAB VI
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendataan danpendaftaran terhadap wajib pajak yang berdomisili di Wilayah DaerahKabupaten Lampung Selatan.
(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diawali dengan pengisian formulir pendataan dan formulirpendaftaran secara benar dan jelas selanjutnya dicatat dalam daftarInduk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut.
(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftarandiatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki nomor urutwajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.



(2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu datayang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasarpemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftarandiatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayarsendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan.
(3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiripajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayarsendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar pajak yang

terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak
Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :

1 jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidakdisampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam suratteguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak vanaterutang. a

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksiadmimstratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitungdan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palinglama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.



(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajakditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saatterutangnya pajak.

Pasal 15

(1)Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diaturdengan Peraturan Bupati

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaianSPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dan Pasal 14 diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika .
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukpaling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoranpajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saatterutangnya pajak.



(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

(4) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan
menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati. »

Pasal 18
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi peryaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktu tertentu.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19
(1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi
pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.



(5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan Surat
Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan
Surat Paksa

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh
satu) hah sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitdhuan Surat Paksa, Pejabat yang
ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah
pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hah sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang
ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan
penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN; dan
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulansejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar palingsedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai SuratKeberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atauPejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui suratpos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 25

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukansecara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayarpajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan PutusanBanding.

Pasal 27

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagianatau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan denganditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.



(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, WajibPajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluhpersen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangidengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sanksiadministratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WajibPajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100%(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Bandingdikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelummengajukan keberatan.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLByang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahanhitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bungadenda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yangdilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara vanaditentukan; dan
e mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangankemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan ataupenghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denaanPeraturan Bupati. a



BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

(1)Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus member! keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa ; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.



(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WaiibPajak. J

Pasal 31

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

(1)Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a memperiihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan Bupati.



BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah :
a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.

(4) Untuk kepentmgan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentmgan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.



(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 36

(l)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang di bayar.

Pasal 38

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.



Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak.

Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan
penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RYCKO MENOZA SZP
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

YUSMIATI, SH
Penata TK I
NIP. 19660418 199503 2 004
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